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BAB I

PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah

Audit Sektor Publik merupakan kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan (Rai, 2014:29). Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa standar audit keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pada 19 April 2007 BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai standar audit di lingkungan keuangan negara dan SPKN ini merupakan revisi dari Standar Audit Pemerintahan (SAP) 1995. SPKN berlaku untuk semua audit yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan.
Menurut Rai (2014:29) terdapat tiga pihak yang saling berkaitan dalam kegiatan audit keuangan negara, yaitu (1) entitas pemeriksa (auditor) adalah BPK yang merupakan auditor eksternal Pemerintah atau BPKP sebagai auditor internal pemerintah, (2) entitas yang diaudit (auditee) adalah Kementerian Negara/Lembaga, dan (3) entitas yang meminta pertanggungjawaban adalah legislatif (DPR). Kementerian Negara/Lembaga memiliki hubungan akuntabilitas dengan DPR. Akuntabilitas ini diaudit oleh pihak eksternal maupun internal yang kemudian memberikan atestasi kepada legislatif dalam bentuk laporan hasil audit.
Beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditujukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dapat mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah instansi pemerintah sekaligus sebagai auditor internal pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 menjelaskan bahwa pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Tugas pokok dan fungsi APIP yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. APIP berperan sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen dan tidak lagi mendeteksi masalah namun sudah berubah menjadi pencegah masalah. APIP dijadikan sebagai early warning untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang sehingga mampu membantu meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah. APIP yang dalam hal ini sebagai auditor internal sekaligus sebagai instansi pengawas pemerintah dengan tugas dan kewenangannya harus dapat berperan aktif untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari KKN. APIP harus selalu berpegang pada aturan, menegakkan sikap independensi dalam mengelola pemerintahan, serta bertanggung jawab untuk menjaga profesionalisme kinerja yang dilaksanakannya sehingga dapat terhindar dari tindak pidana korupsi dan menghasilkan hasil audit yang kompeten dan reliable (handal atau dapat dipercaya). Kinerja auditor yang belum baik dapat dilihat dari tingginya skandal keuangan atau tingkat korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Peran aparat pengawasan di daerah yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab semakin meratanya kasus korupsi dan buruknya tata kelola pemerintah daerah (Innayati, 2017). 

Fenomena kasus-kasus korupsi dan kecurangan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan membuat peran aparat pengawasan intern pemerintah dipertanyakan kembali oleh masyarakat. Kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sumsel senilai Rp 2,38 miliar yang melibatkan pihak kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2017 (sumber: https://www.liputan6.com). Selain itu terdapat juga kasus korupsi lain pada tahun 2016 yang melibatkan dua pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang yaitu Hasanuddin dan Drs. Rahmat Purnama yang merugikan negara senilai Rp 3,4 miliar dalam menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Rehab Rumah Sekolah tahun 2012-2013 (sumber: http://www.tribunnews.com). Kasus-kasus kecurangan tersebut dapat menjadi indikator bahwa peran APIP dalam melaksanakan pengawasan belum optimal, padahal seharusnya APIP menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran pengawasannya dalam bidang audit, reviu, evaluasi, dan monitoring (Innayati, 2017).
Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP juga mempunyai kewajiban menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, mensosialisasikan SPIP, melakukan pendidikan dan pelatihan SPIP, melakukan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta melakukan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Fenomena yang sering dihadapi oleh auditor internal pemerintah yaitu kasus suap yang melibatkan seorang auditor melanggar kode etik. Salah satu kasusnya yang dilakukan oleh auditor internal BPKP yaitu kasus suap yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud kepada auditor internal BPKP dalam kegiatan warsik sertifikasi guru di Inspektorat IV Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Auditor BPKP menerima suap untuk menutupi korupsi dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam joint audit yang bertugas untuk 6 program, diantaranya penyusunan SOP warsik dan penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru. Total kerugian keuangan Negara dalam kasus ini mencapai Rp 36,484 miliar (sumber: https://news.detik.com). Kasus suap yang melibatkan beberpa auditor BPKP menunjukkan bahwa masih lemanya independensi auditor, karena  seharusnya auditor bebas dari kepentingan yang melibatkan auditee. Selain itu seharusnya auditor BPKP harus berperilaku konsisten sesuai aturan yang telah ditetapkan dan menjauhi tindakan seperti menerima suap yang dapat mendiskreditkan profesi, serta dalam kasus ini, beberapa auditor tidak mempertimbangkan aspek moral dengan menerima sesuatu yang bukan haknya serta lebih mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Untuk itu auditor BPKP perlu didukung oleh kinerjanya.  
Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011:67). Menurut Hasibuan (2009:94) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja auditor adalah suatu hasil kerja yang diselesaikan oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, dan ketepatan waktu.
Independensi merupakan standar umum nomor dua dari delapan standar audit APIP dalam (BPKP 2008) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, auditor harus independen dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan pekerjaanya untuk kepentingan umum. Auditor yang benar-benar independen tidak akan terpengaruh oleh kliennya, maka audit yang dihasilkan akan berkualitas. Kualitas audit yang baik menunjukkan bahwa auditor memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nila Gustia (2014) menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor pemerintah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk. (2016) juga menunjukan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.
Profesionalisme juga menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Menurut Hudiwinarsih (2010) sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur, profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional. Apabila seorang auditor tidak memiliki atau telah kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan dan dengan baik, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat akan hilang begitu saja terhadap auditor tersebut. Oleh karena itu, kinerja auditor perlu didukung dengan sikap profesionalisme. Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nizar Akbar dkk. (2015) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk (2016) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.
Selain independensi dan profesionalisme, akuntabilitas juga merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologis sosial yang dimiliki seorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan (Febriyanti, 2014). Auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan akuntabilitas. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fivit Nursyahbani (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kinerja seorang auditor yang mempunyai akuntabilitas tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik.
Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menggali kinerja auditor pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor pemerintah. Faktor-faktor ini terdiri dari independensi auditor, profesionalisme auditor, dan akuntabilitas auditor untuk itu maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang: “Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel”.
1.2
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apakah independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel?
2. Apakah independensi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel?
1.3
Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, peneliti membatasi ruang lingkup hanya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan pembahasannya hanya pada variabel independensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan kinerja auditor.

1.4
Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1
Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel secara simultan.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel secara parsial.
1.4.2
Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai faktor-faktor pendukung peningkatan kinerja auditor dalam meningkatkan kualitas kinerjanya.
2. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama peneliti menuntut ilmu di lingkungan perkuliahan dan di Instansi/Lembaga Pemerintah.
3. Bagi Lembaga
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
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